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PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

 NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 25, dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 16);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah dukungan Pemerintah Daerah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

9. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GNPN.
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

11. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannnya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

13. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.

15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

17. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoensia.

20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

21. Kepala Desa adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

23. Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Desa Bersinar adalah wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau wadah bagi masyarakat, yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal. 

26. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau wadah bagi masyarakat sebagai tempat untuk bersosialisasi, mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan tujuan positif lainnya, yang disatukan oleh nilai-nilai tertentu yang ingin diwujudkan sebagai tujuan bersama.
27. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan kegiatan usaha.
29. Tim Terpadu P4GNPN adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.

30. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis/Lembaga Rehabiltasi Sosial.
31. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
32. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GNPN di Daerah; dan

b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GNPN di Daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin kelancaran pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN; 

b. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

c. memfasilitasi usaha P4GNPN.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;

b. Rencana Aksi Daerah;

c. pencegahan; 

d. penanganan; 

e. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;

f. penghargaan; 

g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pembiayaan. 

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5
Fasilitasi P4GNPN dilaksanakan dengan tahapan:

a. pendataan dan pemetaan;

b. perencanaan;

c. pembangunan sistem informasi; dan

d. sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

(1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memperoleh gambaran/kondisi penyebaran Narkotika di masing-masing Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan/wilayah tertentu.

(2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan Fasilitasi P4GN.
(2) Perencanaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, Perangkat Daerah, dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8
(1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pendataan dan pemetaan informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika, perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika, rehabilitasi, serta penanggulangan untuk membangun sinergitas dengan lembaga terkait.

(2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola terintegrasi melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media daring, serta dapat mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Daerah.
(4) Dalam   melakukan   pembangunan   sistem   informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Setiap kepala keluarga, Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan, Ormas, dan/atau Badan Usaha wajib melaksanakan pemberian informasi larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan wajib melaporkan jika mengetahui pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.
(2) Setiap kepala keluarga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminisratif berupa teguran lisan.

(3) Teguran lisan senagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(5) Setiap Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan, Ormas, dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminstratif berupa:
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau 

d. pencabutan izin.
(6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(7) Dalam hal Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan, Ormas, dan/atau Badan Usaha tidak melaksanakan ketentuan dalam pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.

(9) Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(10) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilaksanakan, Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan, Ormas, dan/atau badan usaha, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dan huruf d.

(11) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10
(1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam bentuk penyusunan kurikulum pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler dan/atau dalam bentuk lain yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(2) Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan koordinasi dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta.
(3) Kegiatan   sosialisasi   dan   edukasi   yang   dilakukan   oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang pendidikan  dilaporkan kepada  Bupati melalui Tim Terpadu P4GN.

(4) Badan usaha milik Daerah,  badan usaha milik negara,  dan  badan  usaha  milik  swasta  di  Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi pada karyawan/pekerja/buruh sebagai upaya antisipasi dini terhadap  P4GNPN yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GNPN.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun Rencana Aksi Daerah.

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. sosialisasi  bahaya  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika serta informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparatus sipil negara, Ormas, dan masyarakat;

b. melaksanakan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urine;
c. pembinaan dan penyebarluasan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada seluruh badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta di Daerah;

d. pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi masyarakat pada  kawasan rawan dan rentan  Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
g. peningkatan   peran   serta   Perangkat   Daerah/instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan P4GNPN.
(4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan pada keadaan dan kearifan lokal Daerah, serta rencana aksi nasional tentang P4GNPN.

(5) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(6) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 12
(1) Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GNPN dilaksanakan melalui:

a. keluarga;

b. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan;

c. Ormas/Lembaga Kemasyarakatan;

d. instansi pemerintah; dan/atau
e. Badan Usaha/Tempat Usaha.
(2) Bentuk Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. sosialisasi;

b. pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. pembentukan Desa Bersinar; dan

d. integrasi kurikulum anti Narkoba di lingkungan pendidikan.
Pasal 13
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GNPN.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. seminar;

b. lokakarya;

c. workshop;

d. kegiatan keagamaan;

e. penyuluhan;

f. pagelaran, festival seni dan budaya;

g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;

h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;

i. pemberdayaan masyarakat;

j. pelatihan masyarakat;

k. karya tulis ilmiah;

l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau

m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui daring dan/atau luring.

(4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.

Pasal 14
Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan:

a. satuan tugas anti Narkotika Perangkat Daerah;

b. satuan tugas pelajar anti Narkotika;

c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan/atau 

d. relawan anti Narkotika.

Pasal 15
(1) Pembentukan Desa Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan Desa Bersinar atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Pembentukan Desa Bersinar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kewenangan.

Pasal  16
(1) Integrasi kurikulum anti Narkoba di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, merupakan program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah sesuai dengan kewenangan.

(2) Integrasi Kurikulum Anti Narkoba sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

BAB V

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Pemerintah    Daerah    dapat    melakukan    penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Penanganan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;

b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan 

c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis

Pasal 18

(1) Pemerintah   Daerah   meningkatkan   pelayanan   IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Peningkatan  sumber  daya  manusia  IPWL  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.

(3) Penyediaan   sarana   dan   prasarana   rehabilitasi   IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar layanan dan terapi medis. 

Pasal 19

(1) Penatalaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada lembaga Rehabilitasi Medis terkait.

(2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing lembaga Rehabilitasi Medis sesuai dengan kewenangannnya.

Pasal 20
IPWL harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ketenagaan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;

c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis;

d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika; dan

e. lembaga  Rehabilitasi  Medis  untuk  ditetapkan  menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial

Pasal 21

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan IPWL dan/atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang siosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial

Pasal 22

(1) Pecandu, penyalahguna, dan  korban  Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan layanan Reintegrasi Sosial. 

(2) Layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, melalui pelatihan kerja, perdagangan, kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah, dan/atau ketahanan pangan.

(3) Integrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan Perangkat Daerah lainnya sesuai kewenangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 23
(1) Masyarakat, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta dapat berpartisipasi dalam P4GNPN.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam P4GNPN dengan cara:

a. melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah     dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;

e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi   mantan pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau

f. terlibat aktif dalam kegiatan P4GNPN.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama- sama.

(4) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Kerja sama/kemitraan dengan Ormas, Lembaga Kemasyarakatan, swasta, Satuan Pendidikan, dan sukarelawan; 

b. pengembangan   potensi   masyarakat   pada   kawasan   rawan   dan   rentan Narkotika;

c. pelibatan  forum  kerukunan  umat  beragama,  forum  kewaspadaan  dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;

d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan

e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GNPN di Daerah kepada:

a. aparat penegak hukum;

b. instansi pemerintahan;

c. Lembaga Pendidikan;

d. Ormas;

e. Badan Usaha; dan/atau

f. masyarakat. 

(2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya. 

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kriteria penilaian.

Pasal 26
(1) Penghargaan kepada aparat penegak hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan kepada aparat penegak hukum dengan kriteria sebagai berikut:

a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Daerah dengan barang bukti yang bukan tanaman dengan berat paling sedikit 5 (lima) kilogram dan/atau dalam bentuk tanaman paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram; dan/atau

b. menemukan jenis Narkotika baru yang sudah tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verilikasi dari laboratorium forensik.

(2) Penghargaan kepada instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan bagi instansi pemerintahan yang melaporkan penyalahgunaan dan peredaan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Badan Narkotika Nasional atau aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

(3) Penghargaan kepada Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c diberikan kepada Lembaga Pendidikan dengan kriteria sebagai berikut :

a. melaksanakan tes urine kepada calon siswa SMA/SMK  sederajat, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan serta melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan/instansi kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta tidak ditemukan Penyalahgunaan Narkotika;  

b. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa penyalahguna Narkotika tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan/atau

c. melaporkan penyalahgunaan Narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

(4) Penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diberikan bagi organisasi kemasyarakatan yang  melaporkan Penyalahguna Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
(5) Penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

a. melaksanakan tes urine dan kegiatan pencegahan dan  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun, tidak ditemukan Penyalahgunaan Narkotika serta secara konsisten memfasilitasi kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat selama 5 (lima) tahun berturut-turut;  

b. mampu mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di tempat usahanya serta mampu melakukan pembinaan terhadap pengurus dan pegawainya; dan/atau

c. melaporkan peredaran Narkotika kepada aparat kepolisian atau Badan Narkotika Nasional dan berhasil diungkap.

(6) Penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f diberikan bagi masyarakat yang melaporkan Penyalahguna Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah secara berkala.

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 28

(1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik. 

(3) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember. 

Pasal 29
Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GNPN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang P4GNPN tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau 

c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatananya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN  …  NOMOR  …

